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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.2.2.3/ 2C5/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PRAKARSA BIDANG PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam
menjalankan peran pengawasan, diperlukan pengaturan lebih
lanjut melalui Peraturan Bupati;

bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal
82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bidang Pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara



2.

Republik Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 71353);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor S Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Namor
44);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 47};

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Prakarsa Bidang Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten
Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ sampai dengan Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan
dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah
Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka
perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati Prakarsa Bidang Pengawasan Inspektorat
Daerah Kabupaten Tabalong;

b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/
Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah
Kabupaten;

¢. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan
dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan
Perangkat Daerah terkait;

d. melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka
pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan
Bupati yang disusun;

e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil
rapat Tim;

f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan:
dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Tim.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.



allis

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/221/2025 tentang Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bidang Pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan
pada tanggal 10 Juni 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung 5
pada tanggal // /Mg« 20206,
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di
Tanjung.

3. Anggota Tim Yang Bersangkutan.




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 100.2.2.3/26§ /KUM/2026
TANGGAL | Me 2096

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

JABATAN DALAM

No JABATAN DALAM DINAS TIM KET
1. | Bupati Tabalong Penanggung Jawab I
2. | Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab Il
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong ooreinator
5. | Inspektur Kabupaten Tabalong Ketua
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sekretaris
Kabupaten Tabalong
7. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
8. | Sekretaris Inspektorat Daerah  Kabupaten Anggota
Tabalong
9. | Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
10. | Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
11. | Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
10. | Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
12. | Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
13. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Anggota
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
15. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota 4
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (empat)
Kabupaten Tabalong orang
16. | Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Anggota
Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabalong
BUPATI TABALONG

m NOOR RIFANI




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 100.2.2.3/ 265 /KUM/2026
TANGGAL \{ Mg 207

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, PEMBERI KETERANGAN AHLI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN KE INVESTIGASIAN (AUDIT INVESTIGATIF, PERHITUNGAN

JABATAN DALAM

No JABATAN DALAM DINAS TIM KET
1. | Bupati Tabalong Penanggung Jawab I
2. | Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab Il
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Soundnatar
5. | Inspektur Kabupaten Tabalong Ketua
6. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sekretaris
Kabupaten Tabalong
7. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
8. | Sekretaris Inspektorat Daerah  Kabupaten Anggota
Tabalong
9. | Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
10. | Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
11. | Inspektur Pembantu Il pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
12. | Inspektur Pembantu IIl pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
13. | Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
15. | Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Anggota
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
16. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota 4
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (empat)
Kabupaten Tabalong orang
17. | Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Anggota
Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabalong
18. | Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong/
Ahmad Haekal Redhani, S.H.
NIP. 19880624 202203 1 001
BUPATI TAB
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 100.2.2.3/ b5 /KUM/2026
TANGGAL |t

Mer 207

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN/ WHISTLE BLOWING
SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM

No JABATAN DALAM DINAS TIM KET
1. | Bupati Tabalong Penanggung Jawab I
2. | Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
Sekretariat Daerah Kabupaten ’l:labalong e Koordinator
5. | Inspektur Kabupaten Tabalong Ketua
6. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sekretaris
Kabupaten Tabalong
7. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
Kabupaten Tabalong
8. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
9. | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Anggota
Tabalong
10. | Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
11. | Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
12. | Inspektur Pembantu Il pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
13. | Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
14. | Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
15. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
16. | Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Anggota
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
17. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota 4
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (empat)
Kabupaten Tabalong orang
18. | Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Anggota
Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabalong
19. | Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong/
Suryo Adi Handoko Putro, S.H.
NIP. 19860728 201001 1 017
BUPATI TﬂBA

MUHAM NOOR RIFANI




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.2.2.3/ 945 /KUM/2026
TANGGAL || W&\ 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN/ FRAUD CONTROL PLAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM JABATAN DALAM
No DINAS TIM KET
1. | Bupati Tabalong Penanggung Jawab I
2. | Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ksoiditiatos
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
S. | Inspektur Kabupaten Tabalong Ketua
6. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sekretaris
Kabupaten Tabalong
7. | Sekretaris Inspektorat Daerah  Kabupaten Anggota
Tabalong
8. | Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
9. | Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
10. | Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
11. | Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
12. | Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
13. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Anggota
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
15. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota 4
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (empat)
Kabupaten Tabalong orang
16. | Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Anggota
Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabalong
17. | Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong/
Suryo Adi Handoko Putro, S.H.
NIP. 19860728 201001 1 017

BUPATI TABALONG

-

MUHAMMAD NOOR RIFANI



